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Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan

kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban

perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak, khususnya Pajak Hotel semakin meningkat dan bagi aparat pemungut

pajak beke~a secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan

mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jetas.

Angka 3

Cukup jeras.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan
imbaJan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan, .

telapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

CUkup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.
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Angka 11

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jetas.

Pasal3

Ayat (1)

Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain; Pusat Kebugaran (Fitness

Center), Kolam renang, Tenis, Golf, Karaoke, Pub, Cafe, Bar, Diskotik dan

sejenisnya yang disediakan alau dike/ala oleh Hotel, untuk tamu hotel.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayal (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengecualian apartemen. kondominium, dan sejenisnya didasarkan
atas izin usahanya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruld

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal6

Yang dimaksud dengan pembayaran atau seharusnya dibayar adalah jumlah
yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan alas penyerahan

jasa sebagai pembayaran.

Penyerahan jasa adalah pelayanan jasa yang dibehkan oleh hotel baik sendiri
maupun kerjasama dengan pihak lain.

Conloh

Pelayanan jasa transportasi yang disediakan hotel bekerja sarna dengan

perusahaan transportasi (taksi), dan hotel menerima pembayaran (bagian dari

pembayaran dari pelayanan jasa transportasi tersebut).
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Pasal?

Cukup jelas.

Pasal8

CUkup jelas.

Pasal9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas.

Pasal11

Cukup jelas.

Pasal12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal14

Cukup jelas.
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